LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2019 NOMOR 5
TANGGAL 19 JULI 2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2018
tentang Fembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, yang dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi tidak
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Mengingat

sesuai lagi dengan perkembangan peralumn
perundang-undangan serta efisiensj dan
efektivitas kelembagaan sehingga Pe"aturan
Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahyn
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah perlu diubah dan ditiniay,
kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangap,
sebagaimana dimaksud huruf g perly
menetapkan  Peraturan Daerah tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan  Susunan Perangkat

Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1955
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat
Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

[\

e
1

3. Undang-Undang Nomaor

P L [T

12 Tahun 2011

tentang pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan {Lembaran Negara Republik

Indonesia 2011 Nomor g2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentand Administrasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabur
2014 Nomor 292 Tambahan Lembarap
publik Indonesia Nomor 5601);

dang-
6. U Pemerintahap,

Negara Re
~ Pperaturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201g
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negarg
Republik indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara  Republii
Indonesia Nomor 5887):

_ Pperaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Meiteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);

L Wy

9.

10.

et —

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99

Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan
Pengendalian Penataan Perangkat Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1539);
Peraturan Daerah Kabupaten Soppend Nomor

5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sopeng Nomor 99).
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pengan persetujuan Bersama

pERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
N

DEWA SOPPENG

Menetapkan

dan
BUPAT! SOPPENG

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Soppeng Nomor 99) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 1, angka 3, angka
8, angka 9, angka 10, angka 14, angka 17, angka 19
diubah, angka 12, angka 18, angka 20 dihapus, serta
huruf e angka 2, angka 3 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat

Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.

Sekretariat Daerah  Kabupaten Soppeng

merupakan unsur staf, dengan Tipe B

. Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng

merupakan unsur pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi
DPRD, dengan Tipe C;

. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan
Tipe B; '

. Dinas Daerah Kabupaten Soppeng merupakan

unsur pelaksana urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
menyelenggarakan urusan  pemerintahan
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bidang pendidikan dan urusan pemerintangy,
' .
pidang kebudayaan. dengan Tipe A;

|

Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusen

pemerintahan bidang kesehatan, dengan Tipa

A
Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan

Perikanan  menyelenggarakan  sebagjar,
urusan pemerintahan bidang pertanian, dan
urusan  pemerintahan bidang eerikanan,
dehgan Tipe A,
Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan
urusan pemerintahan  bidang lingkungan
hidup dan urusan pemerintahan bidang
kehutanan, dengan Tipe A;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
menyelenggarakan urusan  pemerintahan
bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, dengan Tipe B;
Dinas  Perhubungan = menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perhubungan,
dengan Tipe C;
Dinas  Komunikasi dan Informatika
menyelenggarakan  urusan pemerintahan
bidang komunikasj dan informatika, urusan
8

10.

11.

pemerintahan bidang statistik, dan urusan

pemerintahan  bidang persandian, dengan

Tipe B;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

menyelenggarakan  urusan  pemerintahan

bidang perpustakaan dan urusan

pemerintahan bidang kearsipan, dengan Tipe

C;

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,

Perkebunan, dan Ketahanan Pangan
menyelenggarakan sebagian urusan
pemerintahan bidang pertanian dan urusan
pemerintahan bidang pangan, dengan Tipe A,

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
menyelenggarakan urusan  pemerintahan
bidang penanaman modal, urusan
pemerintahan bidang tenaga kerja, dan urusan
pemerintahan bidang transmigrasi, dengan
Tipe A;

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang ketenteraman dan
ketetiban  umum  serta  perlindungan
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masyarakat: sub urusan ketenteraman dan

ketertiban umum serta sub urusan kebakarap,
dengan Tlpe Ao

12. Dihapus;
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

menyelenggarakan  urusan  pemerintahan
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
dengan Tipe A;

14. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang sosial, dengan Tipe B;

15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
menyelenggarakan’ urusan  pemerintahan
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa,
dengan Tipe C,;

16. Dinas Perdagangan, Perindusirian, Koperasi,
dan Usaha Kecil Menengah
menyelenggarakan urusan  pemerintahan
bidang perdagangan, urusan pemerintahan
bidang perindustrian dan urusan pemerintahan
bidang koperasi, usaha kecil dan menengah,
dengan Tipe A;

17. Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana menyelenggarakan

10

urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, dan
urusan pemerintahan bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, dengan
Tipe A;

18. Dihapus;

19. Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga
menyelenggarakan ~ urusan  pemerintahan
bidang pariwisata dan urusan pemerintahan
bidang kepemudaan dan olahraga, dengan
Tipe A,

20. Dihapus;

21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan
bidang Perumahan dan Kawasan
permukiman, dan urusan pemerintahan bidang

pertanahan, dengan Tipe C.

e. Badan Daerah Kabupaten Soppeng merupakan

unsur penunjang urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan, dan
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fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang

penelitian dan pengembangan, dengan Tipe

B;
2. Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi

Keuangan dan

penunjang urusan pemerintahan  bidang
keuangan, dengan Tipe A;

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang
kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan,
dengan Tipe B,;

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
melaksanakan fungsi urusan pemerintahan
bidang penanggulangan bencana daerah.

. Kecamatan terdiri dari :

Kecamatan Lalabata dengan Tipe A;

Kecamatan Marioriwawo dengan Tipe A;

Kecamatan Liliriaja dengan Tipe A;

Kecamatan Citta dengan Tipe B.

Kecamatan Ganra dengan Tipe A;

Kecamatan Lilirilau dengan Tipe A;

N O o A W N

Kecamatan Donri-Donri dengan Tipe A;

12

8 Kecamatan Marioriawa dengan Tipe A;
2 Ketentuan Paragraf 1. ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(M

e

Paragraf 1
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pasal 8

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d
angka 1, mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan dan urusan pemerintahan bidang
kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan  kebijakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bicang pendidikan dan
urusan pemerintahan bidang kebudayaan;

13
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b. pelaksanaan kebijakan urusan peme“"tahan
bidang pendidikan dan urusan pemerintahap,
bidang kebudayaan,

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan
pemerintahan bidang kebudayaan;

d. pelaksanaan ~ administrasi  dinas  yrygap
pemerintahan bidang pendidikan dan urusan
pemerintahan bidang kebudayaan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan glgh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya,

5. Ketentuan Paragraf 3, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan

Pasal 10

(1) Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan

Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf d angka 3, mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan bidang pertanian dan urusan

pemerintahan bidang perikanan yang menjadi

14

()

kewenangan daerah dan tugas pembantuan

yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan

Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan
sebagian urusan pemerintahan bidang
pertanian dan urusan pemerintahan bidang
perikanan;

b. pelaksanaan kebijakan sebagian urusan
pemerintahan bidang pertanian dan urusan
pemerintahan bidang perikanan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sebagian
urusan pemerintahan bidang pertanian dan
urusan pemerintahan bidang perikanan;

d. pelaksanaan administrasi dinas sebagian
urusan pemerintahan bidang pertanian dan
urusan pemerintahan bidang perikanan; dan

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

15
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4. Ketentuan paragraf
diubah sehing

9, ayat (1) dan ayat (2) Pagy 5
ga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 9
pDinas Tanaman Pangan,

Hortikultura, Perkebunan, dan Ketzhanan Pangan

Pasal 16

(1) Dinas  Tanaman  Pangan, Hortikyltyrg

(2)

Perkehunan dan Ketahanan Pangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hypyf ¢
angka 9, mempunyai tugas membantu Bupag
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
bidang pertanian dan urusan pemerintahan
bidang pangan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan
kepada daerah,

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan  kebijakan  penyelenggaraan
sebagian urusan pemerintahan  bidang
pertanian dan urusan pemerintahan bidang
pangan;,

16

b. pelaksanaan kebijakan sebagian urusan
pemerintahan bidang pertanian dan urusan
pemerintahan bidang pangan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sebagian
urusan pemerintanan bidang pertanian dan
urusan pemerintahan bidang pangan;

d. pelaksanaan administrasi dinas sebagian
urusan pemerintahan bidang pertanian dan
urusan pemerintahan bidang pangan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Paragraf 10, ayat (1) dan ayat (2) Pasal
17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 10
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pasal 17

(1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d
angka 10, mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan bidang
penanaman modal, urusan pemerintahan bidang

17
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tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang
transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
daerah;

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpady
Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan  kebijakan  penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang penanaman
modal, urusan pemerintahan bidang tenaga
kerja dan urusan pemerintahan bidang
transmigrasi;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang penanaman modal, urusan
pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan
pemerintahan bidang transmigrasi,

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang penanaman modal,
urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan

urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
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d. pelaksanaan administrasi dinas  urusan
pemerintahan bidang penanaman modal,
urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan
urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Paragraf 12, ayat (1) dan ayat (2) Pasal
19, dihapus

7. Ketentuan Paragraf 17, ayat (1) dan ayat (2) Pasal
24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 17
Dinas Pemberdayaan Percmpuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pasal 24

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Periindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 hurufd angka 17, mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan urusan

bidang pemberdayaan

pemerintahan

perempuan  dan
perlindungan anak, dan urusan pemerintahan

bidang pengendalian Penduduk dan keluarga

19
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berencana yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
daerah.

(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana  dalam  melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan penyelenggaragn
urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, dan
urusan pemerintahan bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana:

b. pelaksanaan kebijakan urusah pemerintahan
bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dan urusan pemerintahan
bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

C. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dan
urusan pemerintahan bidang pengendalian

penduduk danr keluarga berencana;

20

administrasi  dinas  urusan

d. pelaksanaan
bidang pemberdayaan

pemerintahan

perempuan dan perlindungan anak urusan

pemerintahan bidang pengendalian penduduk
dan keluarga berencana, dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
8. Ketentuan paragraf 18, ayat (1) dan ayat (2) Pasal
25, dihapus

9. Ketentuan Paragraf 19, ayat (1) dan ayat-(2) Pgsal
26 diubah, sehingga berbunyi sebagai Dberikut:

Paragraf 19
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Pasal 26

(1) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahiaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d
angka 19, mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan bidang
pariwisata dan urusan pemerintahan bidang
kepemudaan dan olahraga yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan
yang ditugaskan kepada daerah.
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(2) Dinas Pariwisata Kepemudaaan dan O|ahraga
dalam melaksanakan tugas sebagaimang
dimaksud pada ayat (1) me”Ve'enggarakan
fungsi:

a. perumusan kebijakan Penyelenggaragan
urusan pemerintahan bidang pariwisata dan
urusan pemerintahan bidang kepemudaan
dan olahraga;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pPemerintahan
bidang pariwisata dan urusan pemerintahan
bidang kepemudaan dan olahraga;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang pariwisata dan urusan
pemerintahan bidang kepemudaan dan
olahraga;

d. pelaksanzan administrasi dinas urusan
pemerintahan bidang pariwisata dan urusan
pemerintahan bidang kepemudaan dan
olahraga; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

8]
o

10. Ketentuan Paragraf 20, ayat (1) dan ayat (2) Pasal
27 dihapus.

11. Ketentuan Paragraf 2, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Paragraf 2
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Pasal 30

(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf e angka 2, mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan yang menjadi
kewenangan daerah.

(2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis
penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan,
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b. pelaksanaan  tugas  dukungan g .
penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan

pemerintahan bidang keuangan;
c. pemantauan, evaluasi, dan Pelaporan
pelaksanaan  tugas  dukungan

teknis
penyelenggaraan fungsi penunjang yrysan
pemerintahan bidang keuangan:

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang
keuangan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati sesuzi tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Paragraf 3, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31,
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia
Pasal 31

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf e angka 3, mempunyai
tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi

Penunjang  urusan  pemerintahan  bidang

24

@

kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

yang menjadi kewenangan daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis
penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang  kepegawaian serta
pendidikan dan pelatihan;

b. pelaksanaan  tugas dukungan teknis
penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang kepegawaian serta
pendidikan dar pelatihan;

C. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan tugas dukungan teknis

penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang kepegawaian serta
pendidikan dan pelatihan;

- pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi

Penunjang urusan pemerintahan  bidang

kepegawaian serta pendidikan dan
pelatihan;dan
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e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
13. Ketentuan dalam Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 39

Dengan berlakunya peraturan daerah inj, maka
pejabat  pimpinan  tinggi  pratama, Pejabat
administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional
dan pejabat pelaksana pada perangkat daerah
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, vang diubah, meliputi:

1. Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan dengan Tipe
B;

2. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perikanan dan ketahanan pangan dengan
tipe A;

3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
menyelenggarakan urusan pemerintahan  di

bidang perpustakaan dan kearsipan dengan Tipe
B;

Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pertanian dengan Tipe A;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu dengan Tipe C;
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
menyelenggarakan urusan pemerintahan  di
bidang kebudayaan dan pariwisata dengan Tipe
A;

Dinas  Sosial menyeleriggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial dengan Tipe A;
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dengan Tipe
C;

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana menyelenggarakan urusan
Pemerintahan di bidang Pengendalian penduduk
dan keluarga berencana dengan Tipe C:
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Pasal ll
i Pemuda dan Olahraga menyelen .
s i i bi " o agarkan turan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
urusan pemerintahan di bidang pemuda dan Pera
olahraga dengan Tipe C;
11. Dinas Tenaga Kerja dan T ransmigrag;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Soppeng.

menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ditetapkan di Watansoppeng
. . . . | ¢
bidang tenaga kerja dan transmigrasi dengan Tipe pada tanggal 19 Juli 2019
C, BUPATI SOPPENG,
ttd

12. Badan  Pengelolaan  Keuangan Daerah
melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan A.KASWADI RAZAK

keuangan daerah dengan Tipe A; Diundangkan di Watansoppeng

) pada tanggal 19 Juli 2019
13. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber SEKRETARIS DAERAH

Daya Manusia melaksanakan fungsi pPenunjang KABUPATEN SOPPENG,

kepegawaian dan pengembangan sumber daya ttd
manusia dengan Tipe C; . A.TENRI SESSU
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, sampa :gn%;:am DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019
_ . _ 5
dengan dilakukannya pelantikan pejabat pada NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

PRQVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.06.084.19.
Salinan sesuai dengjan aslinya
KEP@l__{\“BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN

Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
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